
SALINAN

BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU 
NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI SANGGAU,

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan 
Prioritas 1’1;.fon Anggaran Sementara (PPAS) serta 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(RAPBD);

c. bahwa sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. Perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau 
Tahun 2013.

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tertang 
Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) 
sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);

1,09.



4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2909 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
llibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816);.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5178);

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010 - 2014;

19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daeran, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengar. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2008 - 2013;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;

23. Peraturan Daerah Kahupaten Sanggau Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan-Daerah Kabupaten Sanggau;

24. Peraturan Daerah Kabupa.ten Sanggau Nomor 16 
Tahun 2012.. tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005- 
2025;



25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 17 
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2009- 
2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU 
TAHUN 2013

BAB I 
Ketentuan Umum 

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sanggau dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau.

3. Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas 

Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya 

dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.

< Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat. SKPD adalah 

Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja Kabupaten Sanggau.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Sanggau.

7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

selanjutnya disingkat DP2KAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat RAPBD adalah Draft Awal Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah.
10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat RAPBD adalah Draft Awai Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah.



Bab II 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2013, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

 periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013 yang dimulai pada (anggai 1 

Januari 2013 dan berakhir pada 3 I Desember 2013.

unt.uk

(2) RKPD Tahun 20)3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Bahan Naskah RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2013.

b. Buku Rencana Kerja SKPD yaitu sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang nu rupakan bagian tidak terpisahkan dari I’em 1111; i n 
Bu pat i ini.

Pasal 3
(1) RKPD Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2000 - 

2014 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 

2012 yang memuat Kerangka Rkonomi Makro Tahun 2012 yang antara 

lain termasuk di dalamnya arah, prioritas, pembangunan, rencana kerja 

dan pendanaannya.

(2) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. Pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 20 13.

b. Pedoman bagi Pemerintah „ Daerah dalam menyusun rancangan 

anggaran Tahun 20 13.

Pasal 4

Dalam rangka menyusur RAPBD Tahun-2013:

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2013 sebagai bahan 

pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran di DPRD 

Kabupaten Sanggau.

h SKPD menggunakan RKPD Tahun 2013 dalam melakukan pembahasan 

Rencana Kerja Anggaran SKPD dengan DPRD Kabupaten Sanggau.

Pasal 5
(1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan 

rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan 

dan indikator kinerja masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1), disampaikan kepada 

Bupati Sanggau dengan tembusan Kepala Bappeda dan Kepala DP2KAD 

dan Aset Daerah serta Inspektur Daerah 14 (empat belas) hari setelah 

berakhirnya triwulan yang bersangkutan.



(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk 

analisis dan evaluasi usulan angggaran tahun berikutnya yang diajukan 

oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 6

Kepala Bappeda dan Kepala DP2KAD agar menelaah kembali kesesuaian 
K’cncana Kerja Peinci nlah Daerah dongan Kencana Kerja SKI’D Tahun 20 13 
dalam penyusunan Anggaran Pendapafan dan Belanja Daerah Tahun 20 1.3 
dengan tetap mengacu kepada RKPD Tahun 2013.

BAB III
Ketentuan Penutup

PAsal 7

Peraturan Bupati Sanggau ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau 
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA B/ ’ iN HAM

Y/j
I

NIP. 19' 002


